
 
 
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO KEPADA POLISI PAMONG PRAJA 
 KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak 
Pegawai Negeri Sipil, Penyedian Sarana Dan Prasarana 
Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan 
Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja dapat 
diberikan Hak lainnya berupa tunjangan risiko dan insentif 
tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dalam 
melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah, 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap 
masyarakat maka perlu diberikan tambahan penghasilan 
berupa tunjangan risiko; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang  Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa 
Tunjangan Risiko Kepada Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Pasuruan; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 



4.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

6.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah; 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, 
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan 
Teknis Opersional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007, 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 
2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN   BUPATI  TENTANG  PEMBERIAN  TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN RISIKO KEPADA POLISI 
PAMONG PRAJA KABUPATEN PASURUAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

 



6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Pasuruan. 

8. Polisi Pamong Praja adalah PNS yang ditugaskan di Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Pasuruan. 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

12. Belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban 
pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif 
dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, 
khususnya pemberian  pelayanan umum. 

13. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

14. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

15. Tunjangan risiko adalah tunjangan risiko kerja yang diberikan kepada 
Aparatur Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan 
tugas-tugas yang dinilai pada kondisi kerja dilingkungan kerja yang risiko 
tinggi. 

16. Risiko kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus 
dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berinteraksi langsung dengan aksi 
perlawanan, ancaman kekerasan dan bahaya dalam penyelamatan korban. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. 

 

 



Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kinerja anggota Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dapat terus meningkat. 

BAB III 
 TUNJANGAN RISIKO  

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan risiko berdasarkan pertimbangan 
yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan kepada Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Pasuruan. 

(2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan guna 
mendorong terwujudnya peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Pasuruan. 

(1) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Polisi Pamong Praja karena tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 5 

Tunjangan risiko kepada Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 
PEMBEBANAN ANGGARAN TUNJANGAN RISIKO  

Pasal 6 

Tunjangan risiko yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pasuruan. 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Pemberian Tunjangan Risiko kepada Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 berlaku mulai Tahun 2020. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Anggota 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
 

Ditetapkan di  Pasuruan 
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI PASURUAN, 

 
               Ttd. 
 

M. IRSYAD YUSUF 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 30 Maret 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
 
         Ttd. 
 
AGUS SUTIADJI 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020  NOMOR 20 


